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Analisis Bantuan Hukum dalam Sistem
Peradilan Pidana di Indonesia Menuju
Keadilan yang Lebih Adil dan Setara

ABSTRACT

Legal aid is a crucial element of the Indonesian criminal justice system because it ensures equal
access to justice for the public. This study aims to examine the implementation of legal aid in the
Indonesian criminal justice system from a human rights perspective and to assess its
effectiveness. The research method used is a normative juridical and sociological approach,
using theories of justice and human rights as the basis for analysis. The study results indicate
that legal aid plays a significant role in ensuring a fair and transparent judicial process,
increasing public legal awareness, and reducing inequality in access to justice. Strengthened
implementation and policy support are needed to ensure legal aid can truly reach all levels of
society.
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ABSTRAK

Bantuan hukum bisa dikatakan sebagai elemen krusial dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia karena berfungsi menjamin kesetaraan akses masyarakat terhadap keadilan.
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan bantuan hukum dalam sistem peradilan
pidana Indonesia dari perspektif hak asasi manusia serta mengkaji efektivitas penerapannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis dengan
menggunakan teori keadilan dan hak asasi manusia sebagai dasar analisis. Hasil kajian
menunjukkan bahwa bantuan hukum berperan signifikan dalam memastikan proses peradilan
berjalan secara adil dan transparan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta
mengurangi ketimpangan akses terhadap keadilan. Diperlukan penguatan implementasi dan
dukungan kebijakan agar bantuan hukum dapat benar-benar menjangkau seluruh lapisan
masyarakat.

Kata Kunci: bantuan hukum, sistem peradilan pidana, hak asasi manusia, keadilan, kesadaran
hukum masyarakat
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PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana memiliki peranan vital dalam menegakkan
supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia (HAM). Namun demikian,
dalam praktiknya sistem ini kerap menghadapi tantangan serius, terutama
terkait ketimpangan akses terhadap keadilan untuk masyarakat miskin. Kondisi
tersebut menimbulkan kesenjangan hukum yang berpotensi menghambat

terwujudnya prinsip keadilan bagi semua warga negara.

Bantuan hukum hadir sebagai instrumen untuk menjembatani
kesenjangan tersebut. Melalui layanan hukum yang diberikan secara cuma-
cuma, baik oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, masyarakat yang
tidak memiliki kemampuan ekonomi tetap dapat memperoleh pendampingan
dalam proses hukum. Dalam konteks hak asasi manusia, bantuan hukum tidak
hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum, tetapi juga sebagai upaya

pemberdayaan masyarakat agar memahami hak dan kewajiban hukumnya.

Dengan demikian, analisis mengenai bantuan hukum dalam sistem
peradilan pidana menjadi penting untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut
telah berjalan efektif dan berkeadilan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi dalam peningkatan kualitas dan pemerataan akses terhadap keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis.
Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum
positif yang mengatur mengenai bantuan hukum, seperti Undang-Undang (UU)
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, serta peraturan pelaksana lainnya. Kajian ini juga
mengacu pada teori keadilan, teori hak asasi manusia, dan doktrin hukum dari
para ahli untuk memberikan landasan konseptual terhadap analisis yang
dilakukan.



Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menilai efektivitas
implementasi bantuan hukum dalam praktik, termasuk sejauh mana masyarakat
mampu mengakses layanan tersebut. Data diperoleh melalui studi kepustakaan
terhadap jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga

bantuan hukum, serta sumber literatur lainnya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Praktik bantuan hukum di Indonesia sudah dikenal sejak masa kolonial
Belanda. Pada tahun 1848, melalui Reglement op de Rechterlijke Organisatie en
het Beleid der Justitie in Nederlandsch-Indié (R.O. Stb.), struktur dan tata kelola
peradilan mulai diatur secara formal, termasuk pemberian bantuan hukum bagi

masyarakat miskin.

Pasca-kemerdekaan, semangat penyelenggaraan bantuan hukum
berkembang melalui berbagai lembaga dan organisasi masyarakat. Pemerintah
kemudian memperkuat dasar hukumnya dengan diterbitkannya UU No. 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan tanggung jawab negara
dalam menyediakan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga tidak

mampu.

Bantuan hukum menjadi bentuk perlindungan negara terhadap warga
yang mengalami keterbatasan dalam mengakses keadilan. Menurut Satjipto
Rahardjo (2000), bantuan hukum merupakan upaya konkret untuk
menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat. Zainudin Hasan (2025)
menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pendampingan hukum
agar kedudukannya di hadapan hukum tetap setara. Dengan adanya bantuan

hukum, hak konstitusional warga negara dapat terjamin secara nyata.

Lebih lanjut, Andi Hamzah berpendapat bahwa bantuan hukum berfungsi
memastikan proses peradilan pidana berjalan secara objektif dan transparan.

Senada dengan itu, Jimly Asshiddigie (2012) menilai bantuan hukum sebagai



instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan

memperkecil kesenjangan akses terhadap keadilan.

Bantuan hukum memainkan peran penting dalam memastikan keadilan
substantif bagi seluruh warga negara. Melalui bantuan hukum, masyarakat
miskin dapat memperoleh perlakuan yang setara dengan pihak lain di hadapan
hukum. Bantuan hukum juga berfungsi meningkatkan kesadaran masyarakat
terhadap hak-hak hukum mereka serta memperkuat kepercayaan publik

terhadap sistem peradilan.

Selain itu, bantuan hukum mendukung prinsip fair trial dengan
memastikan setiap terdakwa mendapatkan pendampingan hukum yang layak.
Hal ini sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap

HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan instrumen HAM internasional.

Tujuan utama penyelenggaraan bantuan hukum adalah memberikan
perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat miskin. Selain itu,
kebijakan ini juga bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dan

memperkuat partisipasi warga dalam sistem peradilan.

Secara sosial, bantuan hukum mampu mengurangi kesenjangan sosial dan
ekonomi, karena akses terhadap keadilan menjadi lebih merata. Dalam jangka
panjang, program bantuan hukum diharapkan dapat menciptakan masyarakat

yang lebih adil, sadar hukum, dan berdaya secara hukum.

Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia

Meskipun sudah diatur secara jelas dalam peraturan UU, implementasi
bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di
antaranya adalah keterbatasan anggaran pemerintah, jumlah advokat dan
lembaga bantuan hukum yang belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat,

serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan warga.

Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan pendanaan negara bagi
lembaga bantuan hukum, pelatihan bagi para advokat, serta program edukasi

hukum masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan



organisasi masyarakat sipil juga diperlukan agar pelaksanaan bantuan hukum

menjadi lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sistem hukum Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945
sebagai hukum dasar tertinggi. Prinsip-prinsip Pancasila menjiwai pembentukan
hukum nasional yang menekankan keadilan sosial. UUD 1945 tidak hanya
menjadi pedoman penyelenggaraan negara, tetapi juga menjamin perlindungan
hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh bantuan hukum. Maka,
setiap peraturan UU yang mengatur peradilan pidana harus selaras dengan nilai-

nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Bantuan hukum adalah pilar penting dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia yang berfungsi menjamin kesetaraan hak setiap individu di hadapan
hukum. Pelaksanaan bantuan hukum tidak hanya memperkuat prinsip keadilan
dan transparansi dalam proses peradilan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran

hukum masyarakat dan mengurangi ketimpangan akses terhadap keadilan.

Namun, implementasinya masih dihadapkan pada keterbatasan sumber
daya dan kesadaran publik yang rendah. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan
kualitas layanan, penambahan anggaran, serta sinergi antara pemerintah,
lembaga hukum, dan masyarakat sipil agar tujuan keadilan sosial dapat terwujud

secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan bantuan hukum di
Indonesia, diperlukan sejumlah langkah strategis yang terencana dan
berkelanjutan. Pertama, pemerintah perlu menambah alokasi anggaran bagi
program bantuan hukum agar kegiatan pendampingan hukum dapat
menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kedua, perlu dilakukan upaya untuk
memperbanyak jumlah advokat dan lembaga bantuan hukum, khususnya di

daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga hukum profesional.



Selain itu, peningkatan kesadaran dan literasi hukum masyarakat juga
menjadi hal yang penting agar warga memahami hak serta kewajiban hukumnya.
Di sisi lain, kualitas layanan bantuan hukum harus dijaga agar sesuai dengan
standar profesional dan etika hukum yang berlaku. Terakhir, sinergi lintas sektor
antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil perlu diperkuat guna
menciptakan sistem bantuan hukum yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui
langkah-langkah tersebut, bantuan hukum diharapkan mampu berfungsi secara
optimal sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh

warga negara tanpa terkecuali.
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